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Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ABSTRAK 

Pajak Karbon merupakan salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

terkhusus terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan dengan 

meningkatnya emisi karbon yang berada pada atmosfer bumi dengan berakhir pada peningkatan 

suhu bumi. Bentuk pengaturan dalam upaya mitigasi perubahan iklim terlebih pada konteks 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah di jelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan 

sehat, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu penelitian ini menfokuskan analisis 

terhadap dua hal utama, Pertama, bagaimana pengaturan pajak karbon di Indonesia sebagai upaya 

pengendalian perubahan iklim? Kedua, bagaimana skema pajak karbon di Indonesia sebagai potensi 

pertambahan pendapatan negara?. Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan 

metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui 

studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Indoensia dalam tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi 

mengatasi persoalan perubahan iklim telah melaksanakan skema Pajak Karbon yang mana 

merupakan suatu istumen untuk mitigasi perubahan iklim. Ini di buktikan dengan hadirnya berbagai 

peraturan yang memiliki tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi 

mengatasi perubahan iklim. Disisi lain, hadirnya Pajak Kabon sejatinya telah memberikan insentif 

bagi negara terlebih dengan tujuan untuk pendapatan negara, dikarenakan konsep pajak karbon 

sejatinya sudah selaras dengan konsep Polutter Pays Principal yang mana ini dianggap win win 

solution bagi upaya mitigasi perubahan iklim. Pengaturan Pajak Karbon juga di perlukan dalam 

tataran implementasinya, dikarenakan sampai saat ini hanya dijelaskan pada Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

 


